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KATA PI;N(;ANTAR

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah 

dalam rangka membiayai perekonomian daerah terlebih lagi di era otonomi daerah

ini.

akan diRealisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ini nantinya yang
dan pembangunan khususnya Kotakelola untuk membiayai perekonomian 

Palembang. Inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengambil judul 

“Peranan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Perkembangan Perekonomian Kota 

Palembang”. Penulis mencoba melihat serta menganalisis bagaimana pengaruh 

Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB Kota Palembang sebagai indikator

perekonomian.
Penulis sadar bahwa hasil ini belumlah sempurna dan masih banyak 

kekurangan-kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari 

pembaca sangat penulis harapkan.

Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sangat berarti 

bagi kita semua.

lndralaya, Agustus 2005
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ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peranan Pendapatan Asli Daerah 
terhadap perkembangan Perekonomian di Kota Palembang.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang dapat 
menerangkan Peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap perkembangan 
Perekonomian di Kota Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data sekunder yang berasal dari berbagai sumber, seperti Badan Pusat Statistik, Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Palembang, literatur-literatur dan buku-buku. Analisis vang 
digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier.

Masil estimasi menunjukkan R” sebesar 0,802 berarti 80,2% kemampuan dari 
besarnya Pendapatan Asli Daerah dapat menjelaskan perubahan perekonomian di 
Kota Palembang. Sementara itu hasil uji statistik (uji-t) variabel Pendapatan Asli 
Daerah berpengaruh signifikan.

xv



BAB I

PENDAHULUAN

l.l. Latar Belakang

Secara umum pembangunan nasional di sualii nona m khususnya tli negara 

berkembang ditekankan nada pembangunan ekonomi Ini karena yang paling terasa 

adalah keterbelakangan ekonomi f dan pembangunan di hidang ekonomi danai 

mendukung pencapaian tujuan, atau mendorong perubahan-perubahan dan 

pembaharuan dalam bidang kehidupan lain dalam masyarakat. Dalam melaksanakan 

tujuan itu. maka pemerintah pusat perlu dukungan dari pemerintah daerah karena 

pemerintah daerah merupakan satu kesatuan dari pemerintah pusat sehingga 

pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Di samping itu

kesuksesan pembangunan nasional juga tidak terlepas dari pemerintah daerah yang

melaksanakan pembangunan daerah.

Sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk serta semakin 

meningkatnya kebutuhan masyarakat, maka kegiatan dan pengeluaran pemerintah 

juga menunjukkan angka yang semakin meningkat. Hal ini dikemukakan oleh Adolf 

Wagner (1835-1917) dalam teori hukum Semakin Meningkatnya Pengeluaran 

Negara. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pemerintah, berarti pengeluaran 

pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tersebut juga semakin meningkat. 

Oleh sebab itu pemerintah perlu meningkatkan sumber penerimaan guna 

mengimbangi pengeluarannya yang semakin meningkat.
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Selain ilu pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan laial IticJup 

masyarakat Indonesia serta memperkecil jurang perbedaan antara pendapatan yang 

rendah dan pendapatan yang tinggi. Dalam melaksakan tujuan itu maka pemerintah 

pusat perlu dukungan dari pemerintah daerah karena pemerintah daerah merupakan 

satu kesatuan dari pemerintah pusat sehingga pembangunan daerah merupakan bagian 

dari pembangunan nasional. Di samping ilu kesuksesan pembangunan nasional juga 

tidak terlepas dari pemerintah daerah yang melaksanakan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan daerah, 

diperlukan dana-dana untuk membiayai pembangunan dalam jumlah besar dan perlu 

disadari bahwa kegiatan pembangunan semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga 

diperlukan usaha untuk menggerakkan dan pembangunan guna mengimbangi 

kegiatan dari pembangunan itu sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat

mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam 

pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi vang 

tersedia di masing-masing daerah. Di samping ilu, dengan pelaksanaan otonomi 

daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih memuaskan, 

pengurangan beban pemerintah pusat, pertumbuhan kemandirian dan kedewasaan 

daerah serta penyusunan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah.

Otonomi daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1999 telah mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2001, dan pada saat ini, 

Undang-Undang tersebut telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004. Sejak Dikumandangkannya otonomi daerah wacana otonomi daerah



mengemuka dengan berbagai dilema baru yang perlu pula memperoleh solusi baru, 

yang sejalan dengan perkembangan politik dalam era reformasi serta sekaligus 

sebagai pelaksanan terhadap UUD 45 yang di dalamnya disebutkan bahwa sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah memberikan keleluasaan 

kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Secara konseptual, tujuan otonomi daerah adalah untuk mengurangi beban 

pemerintah pusat dalam bidang urusan pelayanan kepada masyarakat, agar tercapai 

pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien karena pada hakekalnya pemerintah 

daerah mengetahui kondisi daerahnya sendiri dibandingkan dengan pemerintah pusat

untuk itu pemerintah daerah seharusnya dapat menggunakan sumberdaya yang lebih

efisien, pemantapan perencanaan pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat,

dan peningkatan persatuan dan kesatuan, serta lebih meningkatkan pendemokrasian.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai salah satu bagian dari 

pembangunan nasionai dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah yang 

tertuang dalam kewenangan daerah. Sebagai daerah yang otonom, daerah 

mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan daerahnya. 

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang 

luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah yang bersangkutan yang diwujudkan 

dengan pengaturan, pembagian, pemanfaat sumber daya yang adil, serta perimbangan 

antara pusat dan daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah atas dasar 

desentralisasi yaitu penyerahan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah pusat 

kepada pemerintah daerah.
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Selanjutnya secara umum pemerintah daerah akan iebih banyak memegang 

daerahnya masing-masing termasuk mengenai urusan sumber daya 

alamnya dan kekayaannya sendiri serta keuangan sendiri untuk melakukan 

sumber-sumber pembiayaan daerahnya sendiri, kecuali urusan politik, militer serta 

moneter yang masih diatur oleh pemerintah pusat.

Dalam melakukan kegiatannya pemerintah daerah memerlukan dana demi 

melaksanakan pembangunan daerah yang nantinya akan diluangkan dalam APBD 

Kabupaten/Kota. Untuk itulah diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sesuai

urusan-urusan

guna membangun sualu daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber-sumber Penerimaan daerah

dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Dana perimbangan;

c. Lain-lain penerimaan yang sah;

Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud di atas.

terdiri dari :

a. Hasil pajak daerah;

b. Hasil retribusi daerah;

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan,

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;

Adapun secara lengkap PAD berdasarkan publikasi Dipcnda terdiri atas :



Komponen-Komponen PAI) (Jenis Penerimaan)

1. Pajak Hotel

2. Pajak Restoran

3. Pajak 1 liburan

4. Pajak Reklame

5. Pajak Penerangan Jalan

6. Pajak Pengolahan Bahan Galian Gol C

7. Pajak Parkir

8. Retribusi Pungutan Administrasi

9. Retribusi Pelelangan Ikan

10. Retribusi Rumah Potong Hewan

11. Retribusi Jasa Usaha Kehutanan

12. Retribusi Tanda Daftar Perusahaan

13. Retribusi Izin Perdagangan

14. Retribusi Usaha Industri

15. Retribusi Pelayanan Pasar

16. Retribusi Izin Gangguan

17. Retribusi Pembinaan Ketenagakerjaan

18. Retribusi Pembinaan dan Pengs. Norma Keselamatan Kerja

19. Retribusi Pelayanan Kesehatan

20. Retribusi Pelayanan Kesehatan RSIJD Palembang BARI

21. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

22. Retribusi Mendirikan Bangunan

23. Retribusi Penggunaan Tanah

24. Retribusi Penggunaan Bangunan

25. Retribusi Pemeriksaan Alat PBK

26. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
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27. Retribusi Izin Jasa Kontruksi

28. Retribusi Izin Pengujian Kualitas Bangunan

29. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum

30. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

31. Retribusi Terminal

32. Retribusi Jasa Angkutan Penyeberangan

33. Retribusi Izin Trayek

34. Retribusi Pembinaan Perhubungan Udara dan Telekomunikasi

35. Retribusi Pembinaan Pemanfaatan Media Informasi dan Komunikasi

36. Retribusi Persampahan dan Kebersihan

37. Retribusi Pelayanan Pemakaman

38. Retribusi Pelayanan Pengabuan Mayat

39. Retribusi Penyedotan Kakus

40. Retribusi Jasa Usaha Pengolahan Limbah Cair

41. Retribusi Penggunaan Biaya Cetak KTP

42. Retribusi Penggunaan Biaya Cetak Akta Kelahiran

43. Retribusi Kepariwisataan

44. Bank Pembangunan Daerah

45. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah

46. Jasa Giro

47. Penerimaan Bagi Deposito

48. Penerimaan Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah

49. Penerimaan Lain-lain

50. Kelebihan Pembayaran Gaji

Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut merupakan sumber keuangan

daerah yang digali dari potensi daerah yang bersangkutan. Semua pendapatan 

tersebut adalah sumber penerimaan daerah yang nantinya akan digunakan dalam
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pembangunan daerah. Dengan melihat Pendapatan Asli Daerah, maka seeara tidak

langsung dapat melihat tingkat kemandirian suatu daerah dalam membiayai 

pembangunan daerah tersebut. Apalagi di era otonomi daerah ini. salah satu aspek 

pembangunan yang sangat penting adalah penyebaran tanggung jawab ke daerah- 

daerah dalam rangka pemerataan pembangunan. Tujuan pemberian otonomi daerah 

kepada daerah salah satunya adalah untuk memungkinkan daerah dalam mengatur 

rumah tangganya sendiri. Hal tersebut dimaksudkan pula untuk meningkatkan 

efisiensi dan efeklilltas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pemberian 

pelayanan kepada semua anggota masyarakat dan pelaksanaan pembangunan demi 

mensejahterakan semua lapisan masyarakat.

Pembangunan daerah merupakan bagian penting dari pembangunan nasional, 

oleh karena itu perlu terus dilaksanakan secara terpadu, serasi, berkelanjutan serta 

diarahkan supaya pembangunan di daerah yang terus berlangsung demi tercapainya 

kemakmuran khususnya bagi daerah itu sendiri.

Perkembangan pembangunan daerah tercermin dari kegiatan-kegiatan 

pembangunan yang dilaksanakan wilayah daerah itu sendiri, oleh karena kemamp 

daerah masih dalam batas-batas mengelola, memanfaatkan sumberdaya ekonomi, 

maka kebijakan pemerintah daerah cenderung berorentasi pada kebijakan pusat. 

Sekalipun demikian, peranan pemerintah daerah untuk membiayai daerah sendiri 

setiap pengeluarannya, baik belanja rutin maupun belanja pembangunan harus tetap 

di tingkatkan.

uan
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kuicnnPeningkatan Pendapatan Asli Daerah yang harus diupayakan

mencerminkan keikutsertaan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan

pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di daerah.

Di era otonomi daerah ini usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah terus

semua daerah otonom termasuk Kota Palembang. Dengandilakukan oleh

penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, maka daerah memiliki

wewenang untuk mengalokasikannya, sehingga proses perencanaan, pelaksanaannya

dan pengendaliannya. Dikelola oleh pemerintah daerah tanpa campur tangan dari

pemerintah pusat. Sebaliknya pembiayaan yang berasal dari pusat mengenai segala

hal yang menyangkut perencanaan sampai tingkat penyelesaiannya ditentukan oleh 

pusat yang terkadang tidak cocok dengan daerah yang bersangkutan.

Pada tabel 1.1. di bawah ini dapat dilihat perkembangan Pendapatan Asli 

Daerah Kota Palembang kurun waktu 1994 sampai 2003 yang relatif menunjukan 

kenaikan yang cukup berarti. Terlebih lagi pada tahun 2000-2003.
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'label 1.1

Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang

PertumbuhanPendapatan'Tahun

(%)Asli Daerah (Rupiah)

9.659.726.724,321994

19,1911.513. £21.569,691995

21,2413.985.254.773,891996

18,6916.598.610.577,621997

3,8317.234.178.998,591998

9,9118.942.766.877,391999

20,9422.908.608.602,022000

61,3336.959.416.529,502001

2002 46,2054.036.430.570,68

2003 67.151.817.006.00 24,27

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang (1994-2003)

Melihat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di atas dilihat bagaimana 

kenaikannya khususnya setelah era otonomi daerah ini kenaikan Pendapatan Asli 

Daerah terus mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu 20,94 % pada tahun 

2000, pada tahun 2001 mencapai 61,33 % dan pada tahun 2002 46,20% serta pada 

tahun 2003 sebesar 24,27 Persen .
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Tentunya Pendapatan Asli Daerah ini dapat digunakan untuk kebutuhan Kota 

Palembang yang nantinya juga berguna untuk menumbuhkan kondisi perekonomian 

Kota Palembang. Secara umum untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat

dicapai dengan jalan mendorong peningkatan kegiatan perekonomian dan sosial 

budaya masyarakat terutama vang terkait dengan objek-objek pajak dan juga 

retribusi. Peningkatan kegiatan ekonomi akan meningkatkan kegiatan investasi yang

meningkatkanakhirnya akan akan mengurangi tingkat pengangguran dan

cara begitu maka secara tidak langsung dapatproduktifitas daerah dengan 

meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan kata lain PDRB

dapat dijadikan indikator dalam menilai perekonomian suatu daerah.

Pertumbuhan sektor ekonomi di Kota Palembang akan meningkatkan

pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan di segala

pelosok wilayah selain memanfaatkan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan

investasi pihak swasta.

Oleh karena tingkat kegiatan perekonomian suatu daerah digambarkah dengan

gerak laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maka dalam penulisan skripsi

ini penulis ingin menganalisis sejauh mana Peranan Pendapatan Asli Daerah

terhadap Perkembangan Perekonomian di Kota Palembang
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1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penulisan skripsi ini 

bagaimana peranan Pendapatan Asli Daerah terhadapadalah sebagai berikut

Perekonomian di Kota Palembang.

1.3. Tujuan Penelitian

Penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui jawaban dari permasalahan 

di atas. Secara umum penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan 

Pendapatan Asli Daerah terhadap perkembangan perekonomian di Kota Palembang.

1.4. Manfaat penelitian

Penelitian yang berjudul peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap

perkembangan perekonomian di Kota Palembang mempunyai beberapa manfaat

antara lain untuk mengembangkan penerapan ilmu ekonomi keuangan daerah pada

umumnya, khususnya mengenai sektor Pendapatan Asli Daerah. Di samping itu

penelitian ini dapat memberikan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

1.5. Landasan Teori

Dalam suatu negara pemerintah memegang peranan sangat penting dalam 

menjalankan perekonomian suatu negara. Begitu juga dengan di suatu daerah maka 

yang memegang peranan adalah pemerintah daerah, di samping rumah tangga dan
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pengusaha. Pemerintah bertugas tidak hanya mengurangi masalah ekonomi saja, 

melainkan bidang politik, roda pemerintahan, hukum, keamanan, dan lain-lain.

Menurut Siagian (1984 : 32) ada bebarapa alasan mengapa pemerintah 

memegang peranan yang sangat penting. Alasan tersebut antara lain :

1. Pemerintah mempunyai hak dan kewenangan untuk alokasi dana dan daya 

yang tersedia untuk menyelenggarakan berbagai jenis kegiatan pembangunan.

2. Pemerintah dengan seluruh aparatnya mempunyai informasi yang paling 

lengkap tentang seluruh segi kehidupan bangsa, sedangkan informasi yang 

dimiliki berbagai kelompok di dalam masyarakat biasanya tidak lengkap dan

bersifat parsial.

3. Adanya legitimasi yang dimiliki oleh pemerintah untuk menentukan arah

pembangunan nasional beserta prioritasnya yang barang tentu dilandasi oleh

aspirasi, keinginan dan harapan yang timbul dan bersumber dari rakyat.

4. Kredibilitas pemerintah dalam hubungan dengan pihak donor merupakan

persyaratan mutlak dan dalam menghadapi kenyataan bahwa negara-negara 

yang sedang berkembang memiliki kemampuan terbatas untuk membiayai 

berbagai kegiatan pembangunan menuntut adanya kredibilitas tersebut.

Menurut Suparmoko (1980 : 43) pemerintah memiliki cara-cara untuk 

mendapatkan uang. Cara-cara tersebut dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Pajak, yang dimaksud dengan pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau 

barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna
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menutup biaya produksi barang -barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai

kesejahteraan umum.

2. Retribusi, yang dimaksud dengan retribusi adalah suatu pembayaran dari 

rakyat kepada negara dimana adanya hubungan anlara balas jasa yang 

langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

3. Keuntungan dari perusahaan negara.

4. Denda-denda dan perampasan yang dijalankan pemerintah.

5. Sumbangan masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah

seperti pembayaran perizinan.

6. Percetakan uang baru.

7. Hasil undian negara

8. Pinjaman baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar

negeri.

9. Hadiah, Penerimaan negara dari sumber ini silatnya adalah volunleer dengan 

tanpa balas jasa baik langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya menurut Kamalucldin (1987:162) Sumber-sumber pembiayaan 

pembangunan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

1. Dengan cara menggunakan pendekatan integral yaitu : dengan memperhatikan 

seluruh tabungan yang tersedia baik tabungan pemerintah maupun tabungan 

perusahaan dan masyarakat.

2. Dengan cara menggunakan pendekatan parsial yaitu dengan menghitung 

pembiayaan pembangunan yang berasal dari pembangunan sumber-
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sumbernya, di sini khusus dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat 

maupun dari pemerintah daerah

Dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan daerah diperlukan biaya 

pada dasarnya harus diupayakan dan digali dari sumber-sumber keuangan 

daerah sendiri. Keuangan daerah ini juga merupakan salah satu dasar kriteria untuk 

mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurusi rumah 

tangganya sendiri. Hal ini sesuai dengan kebijaksanaan otonomi daerah, agar daerah 

yang bersangkutan mampu mengatur dan mengurusi rumah tangganya sendiri dalam 

rangka pelayanan kepada masyarakat d.-in pelaksanaan pembangunan.

Sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang selanjutnya disebut

yang

daerah menurut Tjokroamidjoyo dan Mustapididjayadengan penerimaan

(1984: 160-162) adalah :

1. Pendapatan pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada daerah atau yang

bukan wewenang pemerintah pusat dan masih ada potensinya di daerah.

2. Penerimaan dari jasa-jasa pelayanan daerah, seperti retribusi, tarif perizinan

tertentu dan sebagainya.

3. Pendapatan daerah yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah.

4. Penerimaan daerah dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat 

dengan pemerintah daerah yaitu dari pajak-pajak yang dipungut pemerintah 

pusat, kemudian diserahkan kepada daerah, yang masing-masing daerah 

berbeda persentase penerimaannya sesuai dengan kriteria kondisi daerah yang 

berbeda.
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i :rmi;ih pusat sccaia langsung atau penggunaannya ditentukan 

ei • seperu inpres dan banpres.

Kvrrwm pemerintah pusat yang bersifat spesifik. 

i1! laman-pinjainan yang dilakukan pemerintah daerah.

^Sumber modal itu sendiri dapat berasal dari tabungan dalam negeri, berupa 

,w.yu..gan masyarakat (swasta) dan tabungan pemerintah selain dari tabungan swasta, 

...uiaU merupakan salah satu metode menarik dana dari konsumsi dan menjadikannya 

j k investasi yang produktif.

\ r..

. ',j e.

Secara umum kebijakan fiskal di negara berkembang termasuk Indonesia, 

mempunyai tujuan yang berbeda dengan politik fiskal di negara yang telah maju. 

Adapun tujuan kebijakan fiskal di negara maju adalah untuk menstabilkan 

perekonomian dan untuk mendistribusikan pendapatan masyarakat agar lebih merata. 

Sementara itu untuk negara yang masih berkembang tujuannya menurut Irawan dan 

Suparmoko (1982 210-211) tujuan dapat didefinisikan sebagai berikut

“ Mengumpulkan lewat perpajakan atau tabungan pemerintah yang diperlukan untuk 

memungkinkan pemerintah membantu investasi swasta dengan memberikan 

perangsang-perangsang yang diperlukan, agar swasta berusaha semaksimal mungkin 

untuk menaikkan produksi dan pembentukan modal".

Kebijakan fiskal yang terpentang adalah pajak, di mana pajak merupakan 

sumber pendapatan untuk menunjang pengeluaran pemerintah. Di samping itu 

pemerintah dalam melakukan pengeluaran harus memperhatikan tujuannya.
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Dalam teori yang dikemukan oleh Adolf Wagner dinyatakan ada tujuh azas

nn pengeluaran pemerintah , yaitu :

Azas Moral i t a

2. Azas Nasional ita

3. Azas Kerakyatan

4. Azas Rasionalita

5. Azas Fungsionalita

6. Azas Perkembangan

7. Azas Keseimbangan dan Keadilan.

1.6. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitiannya ini adalah Pendapatan Asli Daerah memiliki

peranan yang positif terhadap Perkembangan Perekonomian di Kota Palembang.

1.7. Metodologi Penelitan 

1.7.1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi ini, maka tulisan terbatas pada ruang lingkup 

daerah Kota Palembang yaitu mengenai Pendapatan Asli Daerah dan Perekonomian 

Kota Palembang yang diindikasikan- melalui Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB).
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1.7.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang berasal 

dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dimana variabel yang diteliti adalah 

Pendapatan Asli Daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang variabel yang 

diteliti antara lain Produk Domestik Regional Bruto Kota Palembang, dan struktur 

Kota Palembang, dan referensi-referensi yang berhubungan dengan subjek penelitian 

untuk mendukung analisis permasalahan. Data timc series yang digunakan hanya

dibatasi dari tahun anggaran 1994 sampai tahun 2003. Data yang diambil adalah data

yang bersangkutan dengan pembahasan yang diambil oleh penulis.

1.7.3. Teknik Analisis

Dalam membahas permasalahan yang ada maka penulis dengan ini 

menggunakan analisis kualitatif deskriptif yaitu dengan menganalisa data yang ada 

menggunakan kata-kata dan analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan alat 

analisis “Location Quatient" Dengan formulasinya sebagai berikut.

LQr1 = ((Vr,/Vr)/(V"i/Vn)|

Dimana:

LQ - Koefisien Location

- Sektor ekonomii = Value addedv*

- Kabupaten/kotar - Propinsin
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Apabila koefisien \X) sualu sektor ekonomi bernilai I, maka merupakan 

indikasi awal bahwa suatu daerah mempunyai posisi surplus pada sektor ekonomi

yang diamati tersebut. Sebaliknya bila < 1, maka hal ini merupakan indikasi awal 

bahwa daerah tersebut mempunyai posisi defisit yang diamati.

Model Ekonometriku

Untuk mengetahui sejauh mana peranan Pendapatan Asli Daerah terhadap

Perekonomian Kota Palembang dengan menggunakan indikator Produk Demestik

Regional Bruto (PDRB) Kota Palembang. Untuk menguji hipotesis yang telah

dirumuskan dalam penelitian ini maka digunakan sualu fungsi regresi linier model

Cobb Douglas (Supranto, 1984 : 85).

Fungsi dari faktor tersebut adalah sebagai berikut :

Y«f(Xi)

Untuk mengetahui adanya hubungan yang mempengaruhi antar

variabel, maka digunakan regresi linier sederhana dengan rumus :

Y — a +biXj

dimana :

Y = Produk Domestik Regional Bruto

Xi = Pendapatan Asli Daerah

a = Konstanta

b = Parameter
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jj. = Standar crror

Pengujian model ini menggunakan :

1. t-test (Uji T)

Uji ini digunakan untuk memperlihatkan keandalan variabel bebas dalam 

mempengaruhi variabel terikat, sehingga kita dapat mengetahui validity persamaan

hi
regresi dalam meramalkan kcauaan nvala, adapun iuiiiumi^u adalah i„

sbi

di mana:

tn = nilai t hitung

bi = parameter

sbi = standar kesalahan parameter bi, rumusnya adalah

su?sbi = I\X-xi2
t hitung (tn) ini kemudian dibandingkan dengan t label, sehingga dapat diperoleh 

gambaran apakah kita dapat menerima keandalan suatu variabel ataukah menolaknya 

Apa bila t hitung lebih kecil dari nilai t tabel, maka Ho diterima, dan apabila nilai 

t hitung lebih besar dari t tabel maka 1 la diterima. Jika I Io diterima berarti I Ia ditolak 

dan jika Ho ditolak maka Ha diterima, dengan derajat kepercayaan 95 % daerah 

penerimaan hipotesis.
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Daerah penerimaan

Daerah penolakanDaerah Penolakan

t tabelt tabel

2. F-test ( uji F )

Rumusnya adalah

Fn= Rata-rata kuadrat regresi_______
Rata-rata kuadrat kesalahan penggangu

F hitung (Fn) ini kemudian dibandingkan dengan F tabel dan derajat kepercayaan

yang digunakan sebesar 95%. Jika nilai l; hitung lebih kecil dari nilai F label berarti

Ho diterima, jika nilai F hitunglebih besar dari F label maka Ha diterima. Jika l lo

diterima berarti Ha ditolak, jika 1 lo ditolak berarti I la diterima.

Daerah Penerimaan

D icrah Penolakan

1'-label 1-'-hitung
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1.7.4. Batasan-Batasan Variabel

Untuk memudahkan dalam menganalisis skripsi, maka penulis memiliki 

batasan-batasan variabel agar pembahasan tidak melebihi dari penulisan ini.

Batasan-batasan variabel tersebut yaitu :

a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut

pemikiran sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut pemikiran

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

c. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang/urusan pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah.

d. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang berasal dari 

sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, 

retribusi, daerah, bagian laba BUMD penerimaan dari dinas-dinas dan

penerimaan lain-lain.

e. Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah produksi barang dan 

jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu unit-unit produksi tertentu dalam 

kurun waktu satu tahun.
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i'. Marga berlaku nilai barang dan jasa dihitung berdasarkan harga tahun 

yang bersangkutan yang memasukan unsur kenaikan harga atau

inflasi.

g. Harga konstan adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan

berdasarkan harga pada tahun dasar.
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